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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

pembahasan dan tahap penetapan merupakan serangkaian proses yang sering 

di temui dalam konteks perencanaan, pengambilan keputusan,atau 

pelaksananaan pengambilan keputusan : 

1. Tahap Persiapan adalah tahap di mana informasi di kumpulkan, analisis 

dilakukan serta persiapan dilakukan untuk mengadapi suatu masalah atau 

situasi. Dalam tahap persiapan ada dinamika- dinamika seperti 

perencanaan, pengaturan waktu, penentuan tujuan, dan pembagian tugas. 

Tahap persiapan identifikasi kebutuhan dan masalah yang perlu di atur 

dalam peraturan desa, melakukan rapat dengan BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) dan pemerintahan desa untuk membahas rencana 

penyusunan peraturan, menyusun tim penyusun peraturan desa yang 

terdiri dari beberapa anggota dengan keahlian dan pengetahuan yang 

sesuai dan mengumpulkan data dan informasi terkait peraturan yang akan 

di susun. 

Tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa segala 

informasi yang perlukan telah dikumpulkan dan pemahaman yang baik 

terhadap konteks dan masalah telah terbentuk. 
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2.  Tahap pelaksanaan di mana rencana yang telah di susun pada tahap 

persiapan yang dijalankan ini melibatkan pelaksanaan program atau 

kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam tahap pelaksanaan ini 

terdapat dinamika- dinamika yang terjadi itu ketika beberapa kelompok 

masyarakat memilki pandangan yang berbeda terkait dengan suatu aturan 

atau kebijakan. Proses ini dapat melibatkan diskusi dan debat untuk 

mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan bersama. Dalam 

tahap pelaksanaan sosialisasi ada 2 tahap yaitu sosialisasi internal tujuan 

untuk memberikan informasi mengenai perubahan- perubahan yang akan 

terjadi akibat peraturan desa yang baru dan yang kedua itu sosialisasi 

eksternal bertujuan untuk memperoleh dukungan dan masukan dari 

pihak- pihak terkait sehingga peraturan desa yang disusun dapat 

mengakomdasi kepentingan semua pihak yang terkait. 

3. Tahap pembahasan melibatkan evaluasi hasil dan pelaksanaan serta 

diskusi untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan 

harapan yang ada. Dalam tahap pembahasan ada dinamika- dinamika 

yang terjadi itu perbedaan pendapat itu masyarakat desa mungkin 

memiliki pandangan yang berbeda- beda terkait isi peraturan desa, hal ini 

bisa muncul adanya perdebatan dan diskusi yang panjang dan sikap 

terbuka adanya ketertarikan untuk mendengarkan pendapat dari berbagai 

pihak dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. 

Dinamika yang terjadi itu menunjukan bahwa proses pembahasan 

peraturan desa yang dilakukan dengan cermat dan berdasarkan prinsip 
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demokrasi yang sehat agar mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat 

desa. 

4. Tahap penetapan di mana keputusan akhir atau rekomendasi ditetapkan 

berdasarkan hasil pembahasan. Keputusan ini dapat berupa perubahan 

rencana, atau keputusan lain yang di perlukan. keterlibatan partisipasi 

masyarakat proses ini melibatkan masyarakat aktif dan kompromi antar 

pihak. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan keseimpulan diatas penulis dapat 

menyarankan bahwa: 

1. Berikan perhatian khusus pada tahap persiapan dengan melakukan analisis 

mendalam, mencari informasi yang relevan dan melibatkan pihak- pihak 

yang terkait secara proaktif. Proses persiapan penyusunan peraturan desa 

dapat terhitung, partisipatif bagi kepentingan seluruh masyarakt desa. 

2. Pastikan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif di berikan kepada para 

pelaksanaan, dan sampaikaan rencana pelaksanaan dengan jelas kepada 

seluruh pihak terlibat. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh masyarakat 

desa dalam proses pembahasan peraturan desa hal ini dapat melalui 

penyuluh, diskusi terbuka dan forum partisipatif sehingga membuka 

komunikasi yang efektif. 

3. Berikan ruang diskusi terbuka untuk mengakomodasi dari berbagai sudut 

pandang dan lakukan evaluasi terhadap hasil yang di capai berdasrkan 

kriteria kerja yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahap pembahasan 
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peraturan desa dapat di kelola dengan bai, sehingga menghasilkan 

keputusan yang lebih berkualitas dan lebih mendukung kepentingan serta 

kebutuhan desa. 

4. Pastikan bahwa keputusan yang di ambil berdasarkan hasil evluasi yang 

dan mempertimbangkan yang matang.  

Secara keseluruhan penting untuk memahami bahwa keempat tahap tersebut 

saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Sebaiknya pemerintah desa 

dalam menyusun peraturan desa tentang APBDes perlu melakukan persiapan 

secara baik dalam hal ini perlu melakukan kegiatan sosialisasi menjangkau 

semakin banyak masyarakat yang berkepentingan dengan rancangan APBDes 
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